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PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG

NOMOR (; TAHUN 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UPTD BALAI BENIH IKAN PADA DINAS PERTANIAN

KOTA PADANG PANJANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG PANJANG,

:a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 34 Peraturan Daerah Kota Padang

Panjang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata
Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang dan
kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan di daerah secara
berdaya guna dan berhasil guna, perlu dibentuk Organisasi dan Tata Kerja
UPTD Balai Benih Ikan pada Dinas Pertanian Kota Padang Panjang;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,

perlu menetapkan Peraturan Walikota Padang Panjang tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja UPTD Balai Benih Ikan pada
Dinas Pertanian Kota Padang Panjang.

. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah

Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera
Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);

. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok

Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor
55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun
1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

. Undang- Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3046);

embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

. \g\u:ang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(

. Undang- Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3299);
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4389);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan
Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);

Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan
Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah, diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4194);

Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 tentang Irigasi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 143, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4156);

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang
Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

?So’;nor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
8);



-3-

16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4738);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4741);

20. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

21. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Menteri Dalam Negeri Nomor 01/SKB/M-PAN/4/2003 dan Nomor 17
Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksaria Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan
Peraturan Pemerintai Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang
Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengeloldan keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis
dan Bentuk Produk Hukum Daerah;

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur
Penyusunan Produk Hukum Daerah;

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang
Lembaran Daerah dan Berita Daerah;

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang
Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk
Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

28. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 4 Tahun 2004 tentang

Pengelolaan Irigasi (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2004
Nomor 6 Seri E. 6);




Menetapkan :
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29. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan
Pemerintah Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang
Panjang Tahun 2008 Nomor 2 Seri D.2).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UPTD BALAI
BENIH IKAN PADA DINAS PERTANIAN KOTA PADANG
PANJANG

BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang Panjang.

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur

penyelenggara pemerintahan daerah.

Kepala Daerah adalah Walikota Padang Panjang.

Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Walikota Padang Panjang.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Padang Panjang.

Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Kota Padang Panjang.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Kota Padang Panjang.

Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disebut UPTD adalah unsur

pelaksana Operasiohal Dinas Pertanian di Lapangan.

Kepala UPTD adalah Kepala UPTD di Lingkungan Dinas Pertanian Kota

Padang Panjang.

10. Kasubag Tata Usaha adalah Kasubag Tata Usaha pada UPTD di
Lingkungan Dinas Pertaniati Kota Padang Panjang.

11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional
pada UPTD di Lingkutigan Dinas Pertanian Kota Padang Panjang.

12. Balai Benih Ikan adalah kegiatan pembenihan benih ikan, pengujian dan
persiapan teknologi di lapangan, pemasaran benih ikan serta pusat
pelatihan Pembenihan Ikan.

NN EW
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BAB I
PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja
UPTD Balai Benih Ikan pada Dinas Pertanian Kota Padang Panjang.

(2) Pembe.ntukan .UPTD Balai Benih Ikan pada Dinas Pertanian
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah untuk menyelenggarakan
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urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah oleh
Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 3

UPTD Balai Benih Ikan pada Dinas Pertanian adalah unsur pelaksana
Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB III
TUGAS POK6K DAN FUNGSI
Pasal 4

(1) UPTD Balai Benih Ikan pada Dinas Pertanian mempunyai tugas pokok
melaksanakan sebagian perumusan dan penyelenggaraan kebijakan teknis
dibidang pembibitan benih ikan, pengujian dan persiapan teknologi di
lapangan, pemasaran benih ikan, pembinaan terhadap Unit Pembenihan
Rakyat (UPR) serta Pusat Pelatihan Pembenilian Ikan.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

UPTD Balai Benih Ikan pada Dinas Pertaniah mempunyai fungsi:

a. perumusan dan penyelenggaraan kebijakan teknis operasional
pembenihan benih ikadh; ‘

b. perumusan dan penyelenggaraan kebijakan teknis operasional
pengujian dan persiapan teknologi di lapangan;

c. perumusan dan penyelenggaraan kebijakan teknis operasional pusat
pelatihan pembenihati Ikan; dan

d. perumusan dan penyelenggaraan kebijakan teknis pengelolaan
urusan administrasi UPTD Balai Benih Ikan.

BABIV
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal §

(1) Susunan Organisasi UPTD Balai Benih Ikan pada Dinas Pertanian terdiri
dari :
a. Kepala UPTD Balai Benih Ikan;
b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
¢. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi UPTD Balai Benih Ikan pada Dinas Pertanian
adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
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Bagian Kesatu
Kepala UPTD

Pasal 6

Kepala UPTD mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan sebagian
perumusan dan penyelenggaraan kebijakan teknis dibidang Balai Benih Ikan,

Bagian Kedua
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 7

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan kebijakan teknis
pengelolaan urusan Ketatausahaan UPTD Balai Benih Ikan dalam arti
melaksanakan administrasi umum dan kepegawaian, administrasi keuangan,
perencanaan ketatausahaan, urusan hukum, organisasi, tata laksana,
kehumasan, evaluasi dan pelaporan serta bimbingan teknis tenaga fungsional.

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 8
(1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian

tugas UPTD Balai Benih lkan pada Dinas Pertanian sesuai dengan
keahlian dan kebutuhan.

(2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah merumuskan dan
menyelenggarakan kebijakan teknis operasional Balai Benih Ikan.

Pasal 9

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang
jabatan fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan
perundang-undangan.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.

(3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan
berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



BABV
TATA KERJA
Pasal 10

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD, Kasubag Tata Usaha,
Kelompok Jabatan Fungsional dan Staf wajib menerapkan prinsip koordinasi,
integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar
satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan Instansi lain
di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 11

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-
masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang
diperlukan sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Pasal 12

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan
mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta
petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 13
Setiap pimpinan satuan organisasi Wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk
dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan
berkala tepat pada waktunya.
Pdsal 14

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya
wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih
lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 15
Dalam menyampaikan ldporan masing-masing kepada atasan, tembusan

laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara
fungsional mempunyai hubungan kerja.



i A LA E AR T

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16
Peraturan ini mulai berlai(u pada tanggal diundangkan.

Agar setiap otang mehgetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di : Padang P g
pada tanggal : 12 A?n 2010 M

%’VAL]KOTA PADANG PANJANG, %

SUIR SYAMUb—

Diundangkan di : Padang Panjang
padatanggal : 12 Apal  2010M

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG

ALI ASMAR
BERITA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2010 NOMOR 6 SERI D.1
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| LamPRAN oMo A e ThoaNG PANIANG ‘BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
:
L . PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UPTD BALAI BENIH IKAN PADA DINAS PERTANIAN
UPTD BALAI BENIH IKAN PADA DINAS
PERTANlANiA(IOTAE’ADANG PANJANG. KOTA PADANG PANJANG
KEPALA DINAS
KEPALA
SUB BAGIAN
TATA USAHA

KELOMPOK
JABATAN FUNGSIONAL

WALIKOTA PADANG PANJANG, g‘

MUIR SYAMYy —~



